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PENANGGULANGAN KELOMPOK TERORIS PAPUA GUNA MEWUJUDKAN 
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Sungguh sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam bagi editor 

karena dapat berkontribusi menyelesaikan buku yang berjudul Optimalisasi 

Sinergitas Tni, Polri Dan Kementerian/Lembaga Dalam Penanggulangan 

Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI.  

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah strategis perlu 

mempersiapkan segala strategi dan upaya-upaya dalam menghadapi 

ancaman di wilayah maritim tersebut yang menjadi respons atas 

Perkembangan Lingkungan Strategis di kawasan Indo-Pasifik, Samudera 

Hindia dan sekitarnya yang menjadi isyarat akan rawannya ancaman di 

kawasan maritim dan perlu mempersiapkan pertahanan maritim yang kuat 

untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Situasi keamanan 

di Papua belakangan ini kembali menunjukkan eskalasi dan cenderung 

memanas. Menanggapi ekskalasi dan kekerasan yang terjadi di Papua 

beberapa waktu ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah telah 

mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh 

organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, dan yang 

mendukung gerakan tersebut, sebagai teroris. Situasi keamanan yang 

meningkat di wilayah Papua menjadi urgensi diperlukannya pendekatan yang 

komprehensif antara TNI, Polri, Satkowil, Pemda, K/L untuk bersinergi dalam 

rangka meredam konflik Papua. Sinergisitas antara lembaga / kementerian 

telah terselenggara baik dalam bentuk dialog, pendekatan soft power dalam 

kerangka OMSP, maupun pemberdayaan terhadap masyarakat setempat 

dengan bersinergi bersama pemerintah lokal. Namun, dengan masih 

berlangsungnya konflik dan beberapa ekskalasi yang terjadi, hal ini 

menunjukkan sinergisitas tersebut masih belum cukup optimal 
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Editor berharap, buku ini tidak hanya sekedar tulisan semata, melainkan 

dapat dijadikan referensi sebagai pedoman pengambilan keputusan kebijakan 

dalam upaya memperkuat pertahanan Nirmiliter. 
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PERTAHANAN NEGARA  

DAN KONTRA-TERORISME 

 
A. PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara berdaulat 

bermakna bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk 

mengatur wilayah negara dengan tujuan menjamin keutuhan wilayah negara, 

kedaulatan negara dan ketertiban demi kepentingan kesejahteraan segenap 

bangsa (UU No. 43 Tahun 2008). Kedaulatan negara adalah kekuasaan negara 

untuk ditaati, atau memaksakan kehendaknya untuk ditaati rakyatnya 

(kedaulatan internal atau interne souvereiniteit), serta kemampuan negara 

untuk mengadakan hubungan luar-negeri dan untuk menghadapi serangan 

dari luar-negeri (kedaulatan eksternal atau externe souvereiniteit) (Bodin: 

1567). Dengan demikian, kedaulatan NKRI merefleksikan bahwa masyarakat 

Indonesia yang dahulu hidup dalam penjajahan, kini telah memiliki status dan 

kemampuan untuk mengelola negaranya sendiri untuk tujuan yang telah 

ditetapkan, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dianugerahi 

dengan masyarakat yang plural dan memiliki heterogenitas etnik. 

Keberagaman tersebut secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya 

kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat 

istiadat dan primordialisme. Dengan struktur sosial yang sedemikian 

kompleks, Indonesia dihadapkan kepada potensi ancaman permasalahan 

konflik antar etnik, kesenjangan sosial dan tantangan terhadap keutuhan 

NKRI. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI sebagai suatu bangsa 

dan negara yang berdaulat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai 

komponen utama Sistem Pertahanan Negara bersama rakyat telah 

melaksanakan beberapa upaya pertahanan negara. Upaya ini dimulai dari 

penumpasan pemberontakan pada peristiwa PKI di Madiun (1948), 

pemberontakan DI/TII (1950), Pembebasan Irian Barat (1961), Operasi 



 

 

 

KRONOLOGIS KONFLIK DI PAPUA 

 
A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN BANGSA PAPUA 

Perjalanan bangsa Papua dalam menentukan nasib sendiri memasuki 

babak baru saat persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang 

BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945, kepastian status Papua sebagai bagian 

wilayah Indonesia menjadi topik perdebatan alot di antara para pemimpin 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam pandangan Moh. Yamin, 

Soekarno dan Kahar Muzakar, strategi geopolitik Indonesia mengharuskan 

Papua terintegrasi dengan Indonesia, sekalipun secara etnografis bangsa 

Papua lain dengan bangsa Indonesia. Bahkan Soekarno menyatakan, jika 

ditilik dari sisi historis, dalam Nagarakertagama manuskrip kronik zaman 

Majapahit yang ditulis Mpu Prapanca Papua ternyata masuk dalam wilayah 

kerajaan Majapahit. Lagipula, Soekarno dan Muzakar sudah kadung 

kesengsem dengan kekayaan alam Papua yang menurut mereka tak ternilai 

harganya. Namun Moh. Hatta berbeda. Menurut beliau, pandangan Yamin, 

Soekarno dan kawan‐kawan itu merupakan pandangan imperialis. Dengan 

melihat pendekatan etnografis, bangsa Papua itu bangsa Melanesia, bukan 

bangsa Polinesia yang mendiami sebagian besar wilayah Indonesia. Persoalan 

apakah Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau tidak, menurut 

Hatta, bisa diserahkan kepada keputusan bangsa Papua sendiri (Febrianti, dkk: 

2019).  

Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, 

namun Papua secara administratif masih di bawah naungan kerajaan Belanda. 

Merasa sudah terlalu lama mengeruk kekayaan alam di tanah Papua, Belanda 

merasa perlu memberikan kebebasan bagi bangsa Papua untuk menentukan 

nasibnya sendiri. Misi moril dekolonisasi pemerintah Belanda bertujuan untuk 

menyiapkan kemerdekaan Papua sebagai negara sendiri di bawah naungan 

Belanda. Merespon niat Belanda itu, kaum elit terdidik Papua merencanakan 

penentuan nasib sendiri melalui pembentukan Nieuw Guinea Raad yang 

diresmikan pada April 1951. Untuk merealisasikan misi dekolonialiasi Belanda, 

beberapa pentolan Nieuw Guinea Raad yaitu Nicolaas Jouwe dan kawan‐



 

 

 

RESOLUSI KONFLIK DI PAPUA 

 
A. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Rentetan peristiwa penembakan di Distrik Boega, Kabupaten Puncak 

Papua agaknya belum akan berakhir. Tragedi kembali terulang dengan 

gugurnya salah satu personil Brimob atas nama Bharada Komang, tidak lama 

setelah kejadian pada Minggu, 25 April 2021, yang menelan korban jiwa 

dimana peluru senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merenggut 

nyawa Jenderal bintang satu. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua 

(Kabinda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah baku tembak 

dengan KKB. Tidak dipungkiri bahwa sepak terjang KKB sudah sangat 

meresahkan masyarakat. Pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang 

sering terjadi menjadikan trauma dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat 

setempat. Bahkan 4 (empat) orang warga sipil yang terdiri atas 2 (dua) guru, 

seorang tukang ojek, dan seorang siswa SMA ikut menjadi korban kekejaman 

yang dilakukan oleh kelompok tersebut.  

Atas beragamnya tindakan kekejaman tersebut, Presiden Jokowi pada 

akhirnya memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri 

Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap dan menindak tegas seluruh anggota 

KKB. Meskipun menuai pro kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Presiden Jokowi disambut baik oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan 

teror yang dilakukan oleh KKB sudah bukan merupakan kelompok kriminal 

bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik 

untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

bahkan dapat berpotensi terjerat pidana terorisme. Hal ini ditegaskan di 

dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 

15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa terorisme adalah 

perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan 
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